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Layanan diberikan
untuk menangani
kasus perselisihan
ketika masyarakat
futkum adat ingin
menegakkan hak-
hak mereka

Aratya Pusen
atolyoDmedialn donesla.com

EMERINTAH tengah
merintis tim koordi-
nazilayanan advokasi
unmk permasalahan
yang dihadapl masyarakar
hukum adat. Tim it teloh di
mandatkan dalam Keputusan
Mentert Kanvdlarar Kidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan Nomor 24 Tahun
2021 teniang Tim Koordinas
Layanan Advokasi bagl Peng-
hiayat Kepercayaan terhadap
Tuhan yang Maha Fa dan
Masyarakat Adat.

“Tim keordinasi yang sudah
bekerfu dan sefauh ini ma
sih menangani kasus-kasug
perselisihan yang terjadi ke
tika masyarakat hukum adat
ingin mencgakkan hak hak
mereka,” kata Direktur Jende-
ral Kebudayaan Kemendikhud-
Risrek Hilmar Farid di acara

[skust Denpasat 12, kemarin,
Beberapa kasus yang telah
ditangani ialah kasus ma-
syavakat hukum adar di NTT,
ada situs-situs vang sifatnya
sakral, tapi masuk wilayah
hanseal, Alkibmya, sl g
ditutup dan masyarakat hu-
kum adat tidak bisa melaku
katt kegiatan rimal mereka,
"ladi, untuk kasus sepert
ini, ada pendampingan dari
pemerintah di pengadilan,
melakukan advokasi untuk
penegakan hukum hak me-
syarakat hukum adat. Ini
aralah salah satu keglatan
fari tim koordinasi layanan
tlan layanan ini bisa diberikan
secara perub,” heher dia,
Namun, fa mengakoi ke
menterian dan lembaga yang
terlibat dalam tim koordinasi
Ty ing masth belum e
miliki persepsi yang sama
tentang perlindungan dan
pememihan hak masyarakat

Btk adar,

“Masih sangat bervariasi.
Ada vang pemahamannya su-
aheikuphatk dan mendalan
terkait denpan pengertian
hak-hak masyarakat hukum
adat. Karenanya, e adanya
komunikasi ters-menems
melalui tim ini schingga la
yanan hisa kit berikansecara
aprial,” fnvhih dia.

Hingga kini, baru ada 153
produk hukum dacrah ten
tang masyarakathukum adat,
[ antaranya 11 peraturan
provinsi, 2 peraturan guber-
nur, 57 peraruean daerah, 2
peramuran deput, dan 87 s rat
keputusan hupati

Dorong pengesahan

Partai NasDem sehagai frak-
sivang mengusulkan KUU Ma
syarakat Hukum Adat di DPR
RIhingza kini masih berupaya
untuk mendorong agar RUU
it disahkan. Hal it disampai-

Kan gnggot Badan Legiddast
Nasional Sulseman L Hamza,
“Kami terus berusaha di sisa
wakt masa {ahatan yang ada
hingga akhir 2024, mudah-
mudahan bisa diselesaikan
[P yang kit harapkan untak
Jad] paying hukim masyara-
kat hukum adat yang sudah
lama menantikan ini,” kata
Sulaetnan, keimarin.

Ia membeberkan saat ini
memang sudah ada 16 undang
undangan yang mengatur ma
4yarakat hukum adat. Namun,
peraturan yang ada belum hisa
temberikan pengakoan, per-
lindungan, dan pemberdayaan
magyarakat hukum adat secara
aptimal. “Peraturan yanyg ada
bl menganir mekanisme
atas adanya wilayah adat,
Masih terdapat pengabaian,
penguetlan, mtlmidasi yoang
menimpa masyarakat hukum
aat,” kata Sulaeman.

Selain i, ara masalahyang

herbenturan langsung, misal
nya kehadiran investasi atau
kebijakan pemerintahyang t-
tlak herpihak atan tidak sama
sekali menghargai hak-hak
masyarakat adat yang sejak
msieTemt i sudah dimilikl
mereka.

Terdapat scjumlah tan
tangan di tingkat logislatif, di
antaranya tidak adaiya haras
wiakiu RUU hasil harmonisasi
Baleg yang sudah disampai
kan pengusul kepada pim
pinan untuk diparipurnakan
dan masih adanya fraksi yang
el mengetujul RULTMHA,
“Ini mendadi tantangan huat
kami. Sekalipun demikian,
Kami akan terus mendorong
pimplnan DPR dan Eamus
untuk mengagendakan RUU
MIIA agar masuk di rapat
praripuna DPR elalud komu
nikasidan koordinasi anggota
DPR dari Fraksi NasDem,”
mungkas dia, (H-2)
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